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BUPATI KARAWANG 
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

: a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial dan dominan untuk membiayai tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karawang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan serta dalam rangka meringankan beban 
masyarakat, perlu memberikan stimulus Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2018 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah 
((Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 
13);

7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawnag 
Tahun 2012 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 
tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawnag Tahun 2021 
Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN
2023.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Karawang.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Stimulus adalah dorongan atau rangsangan berupa 
pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan yang diberikan untuk membantu dalam 
peningkatan realisasi pendapatan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

 ̂ pertambangan.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besamya PBB P2 yang terutang kepada Wajib 
Pajak.

8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 
harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
wajar.

BAB II 
PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 2

(1) Stimulus PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap 
ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa pajak 
tahun 2023.

(2) Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap 
besarnya ketetapan PBB-P2 yang ditetapkan dan diterbitkan 
pada tahun 2023.

Pasal 3

(1) Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
1 diberikan berdasarkan selisih kenaikan ketetapan PBB-P2

Tahun 2021 dengan ketetapan PBB-P2 Tahun 2022 sebagai 
akibat penyesuaian NJOP Tahun 2022.

(2) Besaran Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal 20 Deatateer 2Q22

NOMOR 84 .
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LAMPIRAAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 83 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 
2023

BESARAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2023

NO. RANGE SELISIH KETETAPAN PBB-P2 
TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

PAGU PRESENTASE (%)

1. Di bawah Rp 100.000,- 0

2. Rpl00.000,- s.d. Rpl0.000.000,- 10

3. Rpl0.000.001,- s.d. Rp 100.000.000,- 8

4. Rp 100.000.001,- s.d. Rp 1.000.000.000,- 5

5. Di atas Rpl.000.000.000,- 3

WANG,

CHADIANA


